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P E N E T A P A N 

Nomor 80/Pdt.P/2024/MS.Jth 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan 

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara: 

Arjuman bin Jufni, tempat dan tanggal lahir Sabang, 10 Agustus 1988, 

agama Islam, pekerjaan Burruh Harian Lepas, 

pendidikan SLTP, tempat kediaman di 

Gampong Blang Kecatamatan Darussalam 

Kabupaten Aceh Besar, sebagai Pemohon I; 

Eka Diana Binti Nasruddin, tempat dan tanggal lahir Ule Gle, 01 April 

1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat 

kediaman di Gampong Blang Kecatamatan 

Darussalam Kabupaten Aceh Besar, sebagai 

Pemohon II; 

Mahkamah Syar’iyah tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan para Pemohon;  

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon. 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 

tertanggal 03 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah 

Syar'iyah Jantho pada tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara 

Nomor 80/Pdt.P/2024/MS.Jth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam 

pada tahun 2005 di sabang  dengan wali nikah adalah ayah 

kandunPemohon II bernama Nasruddin yang dinikahkan oleh Tgk Tamren 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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dengan maskawin berupa 4 (empat) mayam emas, dan dihadiri oleh dua 

orang saksi masing-masing bernama Tgk makhtar dan Tgk Fadhli; 

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk 

melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun halangan 

undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan 

Pemohon I dengan Pemohon II; 

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus 

gadis; 

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak. 

5. Bahwa selama perkawinan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah 

bercerai, dan masih hidup 

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk  

Kejelasan Perkawinan pemohon I dengan Pemohon II; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon 

mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :   

1.Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;  

2.Menyatakan  sah  perkawinan Pemohon I (  Arjuman Bin  Jufri) dengan 

Pemohon II (  Eka Diana Binti  Nasruddin) yang dilangsungkan  pada 

tanggal 10/02/2005 di Sabang, Kecamatan Suka Karya ,  Kabupaten Aceh 

besar ;  

3.Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  

4.Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;  

 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah 

hadir sendiri di persidangan; 

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang 

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon 

telah mengajukan bukti tertulis berupa: 

A.Surat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP), NIK 1106121008880002 Tanggal 

21-11-2023 atas nama Arjuman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah 

diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan 

aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1); 

2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106124104880001 Tanggal 

12-05-2012 atas nama Eka Diana yang dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat 

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2); 

3.Fotokopi Kartu Keluarga No 1106120712060098 Tanggal 27-11-2023  yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah 

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai 

(Bukti P.3); 

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi 

di muka sidang yang masing-masing adalah: 

1. maimun safrijal  umur 53 tahun, agama islam, pendidikan S2 pekerjaan 

wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Blang Kecamatan Darussalam, 

Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut; 

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para 

Pemohon; 

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di sabang pada 

tahun 2005; 

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung 

Pemohon II bernama Badruzzaman bin Nasruddin; 

- Bahwa yang menikahkan adalah tgk Tamren; 

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tgk Maktar dan Tgk 

Fadhli; 

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 4 

(empat) mayam emas dibayar tunai; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II 

berstatus Perawan; 

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga 

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I 

dengan Pemohon II; 

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan; 

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kejelasan status 

perkawinan pemohon I dengan Pemohon II; 

2. Muhammad Nazar binUsman umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan 

SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di gampong Blang kecamatan 

Darussalam,Kabupaten Aceh Besar di bawah sumpah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; 

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para 

Pemohon; 

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di sabang pada 

tahun 2005; 

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung 

Pemohon II bernama Badruzzaman bin Nasruddin; 

- Bahwa yang menikahkan adalah tgk Tamren; 

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tgk Maktar dan Tgk 

Fadhli; 

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 4 

(empat) mayam emas dibayar tunai; 

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II 

berstatus janda yang menikah dibawah tangan dan sudah bercerai; 

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga 

atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I 

dengan Pemohon II; 

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kejelasan status 

perkawinan pemohon I dengan Pemohon II; 

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan 

mohon penetapan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini. 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II sebagaimana terurai di atas;  

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan 

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan  penjelasan Pasal 

49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf 

[e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon 

merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar’iyah Jantho; 

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan 

pada papan pengumuman Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam tenggang waktu 

14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakukan Buku 

II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 

2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap 

permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini; 

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan 

patut, telah menghadap dengan didampingi oleh kuasa hukumnya di 

persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;  

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan 

Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan 

hukum (legal standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut 

sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II 

pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, P.3 serta 2 (dua) 

orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dan 

P.3 Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan 

aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwasanya benar Pemohon I dan 

Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho, 

sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho berwenang menerima, 

memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon; 

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan 

Pemohon, Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah datang 

menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan 

keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau 

dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar 

keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi 

persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan saksi-saksi tersebut 

saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang 

harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai 

telah memenuhi persyaratan materil; 

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan para 

Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim 

berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon; 

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta 

dikuatkan dengan  bukti- bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan 

fakta yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah 

pada tahun 2020 di kecamatan suka Karya Kota sabang dengan wali nikah abang 

kandung Pemohon II bernama Nasruddin, yang ijab kabulnya diwakilkan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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kepada Tgk Tamren dihadapan saksi-saksi  yaitu Tgk Maktar dan Tgk Fadil 

dengan mahar 2 (dua) mayam emas, antara Pemohon I dengan Pemohon II 

tidak terdapat halangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah, tidak ada 

hubungan sepersusuan, ataupun hubungan semenda, pada saat menikah 

Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, antara Pemohon I dan 

Pemohon II belum pernah bercerai, selama ini tidak ada pihak lain yang 

keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam 

perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan 

dalam al-Qur’an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang 

haram dinikahi; 

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan 

akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang 

berkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan 

mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik 

Indonesia; 

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan 

kaidah fiqhiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil 

dalam Kitab Syarh Al-Qawa’id As-Sa’diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) 

halaman 204, sebagai berikut: 

 

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan 

adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat 

maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil; 

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan 

Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, 

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka 

permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 

tahubn 2005 di kota sabang ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan 

dikabulkan; 
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Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas bukan 

kesengajaan para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada 

Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Hakim berpendapat bahwa keadaan 

tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan 

Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat 

kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti 

pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya 

yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan 

Pemohon II; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya 

perkara dibebankan kepada Pemohon;   

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N  

-  Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

-  Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arjuman bin Jufni) dengan 

Pemohon II ( Eka Diana Binti Nasruddin )yang dilaksanakan pad athun 2005 

di kota sabang; 

-  Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah          

Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). 

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum at, tanggal 16 

februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya’ban 1445 Hijriah oleh 

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal pada 

Mahkamah Syar'iyah Jantho, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga 
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dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi 

oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri 

oleh para Pemohon. 

 

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal, 

  

t.t.d. t.t.d. 

 

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H     Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H. 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 100.000,00 

-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  Sumpah : Rp 50.000,00 

-  Penggandaan: Rp 6000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 226.000,00 

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). 
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